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BUPAT]I JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka meclaksanakan ketentuan Pasal
28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
rentang Perbendaharaan Negara, dan ketentuan Pasal
7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indones) a
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolann Uang
Negara; Dacrah, perii menctapkan Peraluran Bupad
tentang Pengelolaan Kas Daerah,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pemmbentukan Daerah-daersh Kabupsten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Neguara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negura {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah bebcrapa lali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang
Penpgelolaan Kruangan Dacrab (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintash Nomor 33 Tahun 2007 temtang
Pengelolaan Uang Negara/ Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 51635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Keuangan Dacrah,;

Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

Peraturan Bupati Jeapara Nomor 64 Tahun 2008
tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Dacrah kabupaten Jepara tahun 2008
Nomor 331);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertunggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaiannya (Berita Dacrah Kabupaten Jepara
tahun 2009 Nomeor 267).
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MEMUTUSKAN:

Menctapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS
DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Jepara;
2 Pemerintah Daecrah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3 Bupati adalah Bupati Jepars;
4 Pengelolaan Kas adalah serangkaian proses umiuk mempercepat dan

mengendalikan mulai dan Perencanaan dan  Pengeluaran seria
Pelaporan Arus Kas masuk dan Arus Kas Keluar.

5 Kas Daerah adaish tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan
oleh Bupati umtuk menampung selurubh  penerimaan daerah dan

digunakan umtuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

6. Uang Daerah adalah Uang dalam Kas Deerah dan Uang pada Bendahara
Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah;

7. Rekening Kaa Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat RKUD adalah
Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung scluruh penerimaan dacrah dan digunakan
untuk membayar scluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan;

8 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/ atau berdasarkan prinaip syariah yang dalam
kegiatannys memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran;

8 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahera Umum Daecrah
untuk mclakaanakan tugas kcbendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

10Pc jabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Rerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
schagai Bendahara Umum Daerah.

11.Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BUD adalah
pejsbat yang diberi tugas untuk mclaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah;

12. Pengelolaan Uang adalah  kegiatan pengelelaan yang mencakup
pengelolaan kas dan surat  berharga termasuk  kegiatan  untuk
menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas
secara oplimal;

13 Anggaran Kas adalah dckumen perkiraan arus kas masuk vyang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan anm kas keluar untuk
mengatur ketersedisan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam sctiap periodc;



. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah adalah Strategi/ cara pengelolaan
kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah untuk
memastikan bahwa:

a. Pemerintah Daerah selala memiliki akses yang cukup untuk
memperolch persedinan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban
daerah; dan/atau;

b Saldo Kas di Atas Saldo Kas Minimal diarahkan urtuk mendapatkan
manlaat yang optimal.
15. Saldo Kas Minimal adalah saldo yang ada di kas duerah yang harus ada
untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya
kebutuhan dalam 1 (satu) bulan.

16.Surat Permintaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran,

17_Surat Perintah Membayar vang seclanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa
pecngguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingiat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memual pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan anggaran oich
pefigguna anggaran;

19 Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen atau surat yang dibuat
oleh Bendahara Umum Daerah untuk memberitahukan ketersediaan
dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu;

20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjulnya disingkat SP2D adalah
dokumen vyang digunakan scbagal dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

21. Uang Persediaan | UP) adalah Uang Muka Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang Dbersifat Revolving yang diterima oleh  bendahara
pengeluaran untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);

22 Perhitungan Pihak Ketign (PFK) adalah penerimaan dan pengeluaran
kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan pemerintah dacrah;

23.luran Wajib Pegawai yang sclanjutnya disingkat IWP adalah luran Wajib
Pcgawai yang dipotong sctiap bulan dari PNS yang masih akuf dan
akan menjadi dana pensiunan bagi pegawai yang bersangkutan atau
ahli waris pegawai yang berhak menerima pensiun;

24 Uang Jaminan adalah uang yang diberikan atau dititipkan cleh Pihak
ketign dan/ atau Penyedia Barang/ Jasa kepada Pemerintah scbagai
jaminan atas pekerjuan yang diamanatkan kepadanya apabila terjadi
kegagalan atau scbab lmin yang berakibat tidak tersclesaikannya
pekerjaan scauai kontrak kerja;

25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperovleh manfaat ckonomis
scperti bunga , deviden, royalti manfaat sosial dan/atau manfaat
lainnya schingga dapat meningkatkan kemampuan pemenntah dalam
rangka pelayanan kecpada masyarakat;
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(1

(2

(1)

Laporan Posiai Kaa Harian (LPKH) adalah Laporan yang dibuat olch BUD
sctiap hari kepga, yang mencerminkan jumlah saldo uang daerah setiap
hari berdasarkan dokumen-dokumen yang ada d BUD, bukan
berdasarkan Informasi Bank.

BAB 11
BENDAHARA UMUM DAERAH

Paaal 2

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai
BUD.

BUD scbagaimeana dimaksud pada ayat (1) dalamn melaksanakan
tugas-tugas kebendaharsan dapat menunjuk Kuasa BUD.

Pasal 3
BUD dalam Pengelolaan Uang Dacrah mempunyai kewenangan meliputi:

a memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas dacrah;

b memantau peclaksanasn penermaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/ atau lembaga keruangan lainnya yang telah ditun juk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan Uang Daerah;

r

melaksanakan penempatan Uang Daerah;
mengelola/ menatausahakan investasi;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan

h. menyajikan informasi keuangan daerah,

e T T

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [2) bertugas:

a. menyiapkan Anggaran Kas;

b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
d menyimpan scluruh bukti asli kepemilikan daerah,

Pasa] 4

(1}. Kuasa BUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2

berwewenang:

a. memantau pelaksanasn pencrimaan dan pengeluaran APBD oleh
Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

b. mengusahahakan dan mengatur dana yang diperiukan dalam
peclaksanaan APBD;

¢. menyimpan Uang Dacrah,



d melaksanakan penempatan Uang Daesrah dan  mengelola;
menalausahakan investasi;

¢. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna
Arnggaran atas beban Rekening Umum Kas Daerah;

{. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerinwah daerah;
g melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
h melakukan penagihan piutang daerah.

(2) Penanikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah & Bank Umum
dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuesa BUD,

Pasal 5

Pembindahbukusn dana dari rekening penerimaan dan  rekening
pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dikkukan atas Perintak
BUD/ Kuasa BUD.

BAB IM
UANG DAERAH

Pasal &
{1} Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

(2] Uang Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) werdiri dari Uang
Dalarm Kas Daerah dan Uang pada Bendahara Penerimaan Dacrah dan
Bendahara Pengeluaran Dacrah

Pasal 7

(I)Penambahan Uang Daerah bersumber dani:

a. Pendapatan Deerah, antara lain Pendapatan Asli Daersh,
Dana Pernmbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

b. Penerimaan Pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,
haail penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan dan penerimaan
pelunasan piutang; dan

¢. Penerimaan Deaerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan

pLhak ketiga.

{3) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan olch:
a. beclanja daerah;

b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,
penycrtaan  modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
dan

c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran
perhitungan pihak ketiga.
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BAB V
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pazal 8

Bupati dapat menunjuk Bank Umum untuk menyimpan Uang Dacrah
yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran
daecrah.

Penunjukan Bank Umum scbagai Pengelola Kas Umum Daerah

harus dilaksanakan seccara transparen berdasarkan kesatuan kas,

kesatuan perbendaharaan, dan oOptimalisasi pengelolaan kas disertal

dengan naskah perjanjian.

Naskah Perjanjian scbageimana dimaksud pada ayat (3] sckurang-

kurangnys mencakup:

a ruang lingkup dan jenis pclayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengeluaran/ penyaluran dana melalui bank;

c pelimpahan penerimsan dan saido rekening pengeluaran ke
Rekening Kas Umum Daerah;

d. pemberian bunga/ jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;

e pemberian imbalan penyediaan jasa layanar;

(. kewajiban menyampaikan laporan dan rekonsiliasi;

g Jangka waktu perjan jan;

h sanksi berupa denda dan/ atau pengenaan bunga yang harun
dibayer karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian,

L force Majeure | Keadaan Memaksa),

3 kerahasiaan;

k addendum/ Amandemen; dan

L tata cara penyelesaian perselisihan,

Pasal 9

BUD/ Kuasa BUD dapat membuke rekening penerimaan pada Bank
Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional penerimaan daerah,

Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1} scbagai rekening
bersaldo nihil yang selanjutnya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum
Daerah sekurang- kurangnya sckali schari pada akhir hari kerja
scbagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum
yang bersangkutan.

Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagasimana dimaksud pada
ayal (2) secara teknis belum dapat dilakukan sctiap han, diatur secara
berkala dengan keputusan Bupati.

BUD dapat mcmbuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang

ditunjuk oleh Bupali untuk menampung psgu dana guna membiayai
kegiatan pemerintah daerah scsuai rencana operasional pengeluaran.
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MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/ PENYALLURAN DANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Dana

Pasal 10

(1) Seluruh penerimaan daerah dimasukkan pada Rekening Kaa
Daerah.

(2) Pencrimaan dana yang bersumber dari dana transfizr pusat masuk
ke rekening penampungan kas daerah.

(3) Penernmaan dana yang bersumber dari provinsi masuk pada kas dacrah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana.

Pasal 11
(1) Seluruh pengeluaran yang bersumber dari Rekening Kas Dacrah di
keluarkan melalui SP2D.

(2) Pemindahbukusn amar rekening yang dimiliki Pemenntah  Daerah
Kabupalen Jepara pada Bank Umum vyang telah ditunjuk, dapat
mengggunakan Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pembayaran.

BAB VI
BUNGA, JASA GIRO DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bungs atau Jasa Giro

Pasal 12

(1} Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum/ Badan Lain, BUD
berhak mempercleh bunga, jasa giro/ bagi hasil pada tingkat bunga
yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

(2) Bunga/ Jasa Giro/ bagi hasil yang diperoleh scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor ke Kas Dacrah.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 13
(1} Pembebanan biaya jsa layanan Bank Umum yang ditunjuk oich
Bupati, yang berupa biaya administrasi maupun transaksi keuangan
lainnya berdasarkan kesepakatan BUD dengan Bank Umum yang
Franul



{2) Kescpakstan scbegaimana dimaksud pada ayat (1), dicuangkan

(1)

(2)

(34

(4

(5

6

(9

dalam perjangan kenasama atau dengan surat dan Bank yang
bersanghoutan ditujukan kepada Bupab.

BAB VI
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Kepala SKPD berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun
Rancangan Anggarran Kas SKPD.

Dokumen Usulan Rancangan Anggaran Kas SKPD  scbagaimana
dimaksud pada avat {lI) disampaikan bersamaan dengan Rancangan
DPA-SKPD kepada PPKD selaku BUD untuk diverifi kasi

Proses Penyusunan Anggaran Kas terdiri dari
a mencrima Usulan Anggaran Kas darn SKPD;
b Penctapan Anggaran Kas; dan

¢ Kompilasi antara Dokumen Rencana Pendapatan per Rincian
Obyek dan Rencana pengeluaran per Rincian Obyck menjadi
Dokumen Usulan Anggaran Kas SKPD.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dimulai dari Perhitungan Detail
Rencana Penerimaan disetiap Rincian Obyek Pendapatan  dan
menyusun Dokumen Rencana Pendapatan per Riancian QObyek.

Penyusunan Anggaran  Pengeluaran dimulai  dari keordinesi
Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Perhitungan detail rencana
pembelanjaan di setiap rincian obyek, Menentukan mekanisme
pembelanjaan yang akan digunakan dan Menyusun dokumen rencana
Pengeluaran per Rincian Obyek.

Penyusunan Penetapan Anggaran Kas meliputi:

a. Penghitungan Detail Rencana Penerimaan Pendapatan PPKD sctiap
bulan dan Detail Rencana Belanja PPKD setiap bulan;

b Penghitungan Detail Rencana Penerimaan Pembiayaan per bulan
dan pengeluaran Pembiayaan per bulan;

¢ Kompilasi Usulan Anggaran Kas SKPD scrta Penyusunan Anggaran
Kas Pemerintah Dacrah ( Pemda );

d Pembahasan dan Rckonsiliasi Angka dalam rangka menjamin
ketersedinan Kas Umum Duerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Dacrah selaku BUD
bertanggung jawab untuk membuat Perencanaan Kas dan menetapkan
Salde Kas Minimal.

Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat
Dacrah wajb menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran
setiap triwulan kepada Bendahara Umum Daerah.

(10)Format Rancangan Anggaran Kes Dacrah dan Kas SKPD scbagaimana

tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.



BAB VIl
PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN KAS

Pasal 15
{1)Berdasarkan Peremcanasgn Arus Kas dan Saldo Kaes Minimal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (7), BUD mengatur

Strategi Manajemen Kas untuk mengatasi kekurangan kss maupun
menggunakan kelebthan kas

{2) Strategi Manajemen Kas sebagmimana dimaksud pada ayat (1) harus
dapat mcmastikan bahwa:

a. Pemerintah Daecrabh memiliki akses vyang cukup untuk
memperoleh  persedisan kas guna memenuhi pembayaran
kewajiban daerah; dan/ atau

b Saldo Kas di atas salde kas minimal diarahkan umtuk
mendapatkan manfaat yang optimal

(3) Dalam hal terjadi kelebihan Kas, BUD dapat menginvestasikan Uang
Dacrah pada rekening di Bank Umum untuk menghasilkan bunga/
jpsa giro dengan tingkat subu bunga yang berlakou

{4} Investasi Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dilekukan
dengan mempertimbangkan dengan cermat, balwa BUD  dapat
menarik kembali uang terscbut sebagaian atau  seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Dacrah pada samt diperlukan dan hasil dari
bunga/ jusa giro merupakan pendapalan Kas Daerah.

{S) Investasikan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ndalah pada Bank
Persepsi yang merupakan Bank Umum Pemerintah vang ditunjuk
oleh Bupati.

(6)Uang Daerah yang diinvestasikan adalah dana dan Kas Umum Daerah
yang tidak akan digunakan atau belum digunakan dalam waktu dekat
fidle cash)

(7)1Jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] adalah 1
(saru) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

(8) Pelaksanaan sccara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayatl
2y dan ayat (4}, dilakuken oleh Kepala Dinas/ Badan yang
mengelola Keuangan Daerah Selaku BUD.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 16

(1} BUD/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daersh bertanggung jawab atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya.

(2) BUD/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah dan semua Unit Ketja
yung berada di bawahnya, yang mengelola Uang Daerah, wajb
membuat laporan pertanggungiawaban atas pengelolaan Uang Dmerah
dalam bentuk Akuntansi Pemerintahan.

{3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, dilakukan sccara
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2

3

{4)
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(2)

)

Pasal 17

8UD wajb menyusun Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dalam rangka
pengelolaan uang sesuai kewenangannya yang mencerminkan jumlah
saldo uang dacrah sctiap hari.

Laporan Posisi Kas Hanan (LPKH) sebagaimana dimaksud ayat (1)
disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang ada & BUD, dan
berdasarkan pada informasi Bank

BUD setiap bulan wajb menyusun Rekonsiliasi Bank dalam
rangka melaporkan perbedaan salde menurut buku BUD dengan saido
menurut Bank

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan
Laporan Posisi Kas Harian adalah dokumen-dokumen
penatausahaan dan bukti-bukti ansaksi lainnya.

Format Laporan Poaisi Kas Harian {LPKH] dan Rekonsialiasi Bank
schaganimana tercantum dalamn Lampiran Il dan Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGELOLAAN TRANSAKSI PFK

Pasal 18

Pengelolaan Kas Non  Anggaran (PFK) adalah kegiatan dalam
Penerimaan Kas PFK dan Pengeluaran Kas PFK  yang tdak
mempengaruhi  posisi keusngan dalam APBD dan pembiayaan
Daerah.

Pencrimaan Kas PFK scbagaimana dimaksud pada ayat {l) berasal
dari pungutan untuk Taspen, Askes, PPh, PPN, Penerimaan Uang
Jaminan Pemeliharaan dan penerimaan lainnya yang se jenis.

Pengeluaran Kas PFK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penyvetoran Taspen, Askes, PPh, penyetoran PPN, pengembalian Uang
Jaminan Pemeliharaan dan pengeludaran lainnya yang sejenis.

Pengelola PFK  wajb membuat Informasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas PFK vyang disajikan tersendiri  dalam
pencalatannya dengan APBD.

Pasal 19

Polongan Pegawai terdini dan
a. luran Wajib Pegawai (TWP),
b Tabungan Perumahan {Taperum), dan
c Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

IWP sebagaimana dimsksud pada ayat (1) hurul 4, dipungut sctiap
bulan selama yang bersangkutan masih aktil sebagai PNS.

luran Tabungan Perumahan (Taperum) scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipungut sctiap bulan dari masi ng-masing PNS.



(4) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 scbagaimans denslomad pada
ayat (1) huruf c, hanya dikenakan pada PNS Golongan I (tgm) ke
atas.

(5 Pelaksanaan Pemungutan TWP, Taperum dan Pajmk Pengahasilan
Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melahn
SP2D SKPD dan disector kembali melalui SP2D PFK oleh PPRD.

Pasal 20

{1} Penyedia Barang/ Jasa yang tclah menyelesaikan seluruh
kewajibannya kepada Pemerintah Daerah berhak untuk mengambhil
kembali uang jaminan pemeliharaan yang disimpan dalam kas
daerah.

(2} Pencairan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Surat Perintah BUD, atas dasar permohonan dari

Periyedia Barang/ Jasa kepada SKPD Peongguna Anggaran untuk
mendapatkan Rekomendasi telah menyelesaikan kewajbannya yang

dilampiri dengan:
a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

b Foto kopy Nomor Rekening Penyedia Barang/ Jasa atau Surat
Keterangan Bank; dan

¢. Surat Kuasa dan KTP dari masing-masing Penyedia Barang/
Jasa dari pemberi kuasa disertai dengan foto kopy KIP
penerima  kuasa, Apabila pengambilan dilakukan secara
kolektif,

(3) Surat Perintah BUD sebagnimana dimaksud pada ayat {2} sekurang-
kurangnya berisi tentang:
o Nama Penyedin Barang/ Jasa;
b Alamat Penyedia Barang/ Jasa;
¢ Besarnya Uang Jaminan yang dicairkan; dan
b. Nomor Rekening yang dituju.

{4) Format Surat Penntah BUD sebagaimana tercamtum dalam
Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB Xl
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 21
(1] Pengawasan pengelolaan Uang Daerah dilakukan meclalui:
a. Pengendalian internal; dan
b Pengawasan l[ungsional.

(2 Pengendalian internal terhadap Pengelolaan Uang  Dacrah
schagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a, dilakukan oleh Bupati/
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja.

(3) Pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Uang Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan olch Aparat
Pcngawasan Fungsional Dacruh dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



il

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berluku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Pengelolagn Kas Dacrah dinvatakan
wetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23
Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sdiap orang mengeltahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Jecpara,

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 10 Jasuar 2011
BUPATI JEPARS;

HENDRO MARTOGJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 10 Jonuart 013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

LIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 456.
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Carg Pengisian LPK) &
1. Judyl diisi dengan REALISAS| KAS DAERAH Tanggal disi dengan Tanggal, Bulan dan

2

Tahun laporan posisi kas hanan.

Romawi | Deposito disi dengan Nama Bank, Nomor Bilyel, Tanggal Jatuh Tempo dan
Jumiah {Rp) Deposito

Romaw | Deposito disi dengan Nama Bank, Nomor Bilyet, Tanggal Jatuh Tempo dan

Jurniah (Rp) Deposito
Romawi | Giro

Nomor 1 disi dengan Nama Bank, Jumlah Salde (Rp} posisi kas satu |hari
sebelumnya Jumlah penenmaan dan pengeluaran hari int, dan Saldo penjumlahan
antara posisi kas (h-1) dengan perubahan posisi ka8 bhari ini. (Rekening ini berfungsi
sebagai Rekening Kas Umum Daerah)

Nomor 2 diisi dengan Jumiah Saldo (Rp) DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana
transfer dan Pemerintah Pusat lainnya pada Tanggal, Bulan, dan Tahun posisi kas
harian. {Rekening i berfungsi saebagai Rekening Penampungan)

Nomeor 3 diisi dengan Nama Bank dan Jumiah Saklo (Rp) pada Tanggal Bulan, dan
Tahun pads posisi kas haran. (Rekening i bertungsi asebagai Rekening
Panampungan)

Nomaor 4 diisi dengan Nama Bank dan Jumiah Saldo (Rp) pada Tanggal. Bulan, dan
Tahun pada posisi kas hanan.  (Rekening ini berfungsi sebagai Rekening
Penampungan)

Saldo Kas Sampal Tanggal diisi dengan panjumiahan antara Jumiah total Deposito
dengan Jumlah Saldo (Rp) Rekening Giro pada Tanggal, Bulan, dan Tahun posisi kas
harian.

Romawi M disi dengan Jumlah Saldc (Rp) PFK satu har sebelumnya, Jumiah
penerimaan dan pengeluaran hari ini dan Saldo penjumiahan anlara PFK (h-1} dengan
perubahan PFK hart ini.

6 Total Saldo disi dengan penjumiahan anara Saldo (Rp) Kas Daerah dan Saldo (Rp) PFK

pada Tanggal, Bulan, dan Tahun posisi kas harian.
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Cara Pengrsign Rekonsiliasi Bank;

1
P

3

Juck diesi dengan nama KABUPATEN, Peviods disi dengan tanggal rekonsiliasi.
Saide Kas umum daerah Menurut Buku diisi jumiah saldo akhir kas d rekening bank
manuru calatan buku pada tanggal rekonsiliasi.

Saido Kas umum daecah Manyrut Bank di s jumiah sado akhir kas d Bank menurul
catatan Bank pada tanggal rekonsiiiasi

Selsih disi dengan jumiah selisih antara kas menurut catatan buku dan menurut
Catatan bank.

Penenrmaan yang felah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank disi dengan
jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang szh yang sudah dicatat d buku tetapi belumn dicatat
d Bank.

Pengeluaran yang telah dcatat oleh buku, Belum dicatat oieh Bank diisi dengan
jumiah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat d buku tetapi belum
dicatat d Bank.

Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku disi dengan
jumiah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat & Bank tetapi belum dicatat
d Buku.

Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank Belum dicatat oleh Buku diisi dengan
jumiah (Rp) SP2D/Bukli lain yang sah yang sudah dicatat d bank tetapi belum
dicatat d Buku.
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